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Gambaran Umum 
Program 

TUJUAN PROGRAM 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem 
akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan 
kualitas belanja di tingkat desa. 

KOMPONEN DAN PELAKSANA 

1. Komponen 1 : Penguatan Kelembagaan 
Pemerintahan Desa  oleh Kemendagri (Executing 
Agency — lembaga penyelenggara) 

2. Komponen 2 : Mendorong Pembangunan Desa 
Partisipatif  oleh Kemendesa PDTT  

3. Komponen 3 : Perbaikan Kinerja Desa Berbasis 
Insentif oleh Kemendagri dan Kemenkeu 

4. Komponen 4 : Koordinasi, Pemantauan dan 
Kebijakan Nasional oleh Bappenas & Kemenko 
PMK 

MASALAH 

a. Desa tidak mampu menyusun 
perencanaan yang kompleks. 

b. Kapasitas Supra Desa dalam menyediakan 
layanan teknis masih kurang 

c. Kapasitas penyelenggaraan desa masih 
rendah (kualitas kepemimpinan, tingkat 
partisipasi dll).  

d. Kualitas infrastruktur rendah. 
e. Kegiatan peningkatan kapasitas masih 

konvensional 
 

 

SASARAN PROGRAM 

• Tersedianya sistem Pengembangan Kapasitas 
berbasis teknologi; 

• Tersedianya dukungan pembelajaran baru 
berbasis teknologi digital di lokasi prioritas 

• Terbangunnya sistem Penghargaan kinerja 

• Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi 
Nasional yang berorientasi pada hasil 

POTENSI 
Transfer Dana Desa terus meningkat 
 

 
2015 

Rp. 20,67 T 
2021 

Rp. 72 T 

KEBUTUHAN 
Kapasitas Pemerintah Desa, Akuntabilitas dan 
Insentif 

LATAR BELAKANG 
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Komponen 1: 
Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya 

1 2 3 4 5 6 7 

Komponen 1 sebagai upaya untuk memperbarui 
mekanisme peningkatan kapasitas SDM aparatur 
desa melalui penggunaan platform digital, 
memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam 
pembinaan dan pengawasan kinerja kapasitas 
aparatur desa, dan pengelolaan data dan monev 
secara terpadu 
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Komponen 2: 
Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif 

Komponen 2 difokuskan untuk memperkuat 
mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan desa melalui pembangunan sistem 
pengembangan kapasitas dan layanan pendampingan 
secara digital (Smart Villages, “community learning 
center”, serta Akademi Desa 4.0) 

Komponen 3: 
Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif 

Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan 
(DJPK) Kementerian 
Keuangan, telah 
mengalokasikan Alokasi 
Kinerja kepada desa yang 
berkinerja baik  

Program P3PD akan 
mendorong desa agar 
meningkatkan kinerjanya 
untuk mendapatkan 
Alokasi Kinerja 

Komponen 4: 
Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional 

Tujuan komponen ini 
adalah meningkatkan dan 
memperkuat koordinasi 
nasional, harmonisasi 
peraturan, pemantauan 
dan pelaporan, serta 
pengawasan 
pembangunan desa.  
 

1. Pengembangan Sistem Data Desa Terpadu; 
 Bappenas akan mengembangkan Sistem Data 

Desa Terpadu (InfoDesa) untuk mengintegrasikan 
seluruh data dan Informasi terkait desa  

2. Platform Koordinasi Nasional dan Sekretariat 
Bersama; 

 Pembentukan platform tersebut akan dilakukan 
oleh Kemenko PMK dan Bappenas. 

3. Evaluasi Dampak dan Tematik. 
 Bappenas akan melakukan evaluasi melalui 

pelaksanaan studi baseline dan endline. 

 Bappenas melakukan Evaluasi Tematik terhadap 
pengaruh pelaksanaan P3PD yang mendukung 
kebijakan dan strategi pembangunan Perdesaan 
dalam Visi Indonesia 2045 

KOMPONEN P3PD 



B. Mekanisme Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan P3PD mengikuti 
siklus tahunan dalam pembangunan sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
melibatkan para pemangku kepentingan di daerah 

Siklus tahunan akan mencakup kegiatan sebagai berikut: 

 Kegiatan perencanaan 
 Kegiatan implementasi 
 Umpan balik dan evaluasi dan tinjauan kinerja pembelajaran 
 Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan setelah peningkatan 

kapasitas 
 Tinjauan kinerja hasil akan dilakukan setiap tahun 

C. Keberlanjutan 

Keberlanjutan P3PD merupakan salah satu target utama yang 
menjadi landasan keberhasilan program, di mana pengelolaan 
program diarahkan pencapaian tujuan sebagai berikut: 

Pemerintah Daerah mampu mengelola penyelenggaraan program 
pengembangan kapasitas secara mandiri dengan memanfaatkan 
platform digital, mempunyai kegiatan pengembangan kapasitas 
yang dikembangkan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten, 
mampu untuk membangun kerjasama kemitraan dengan institusi 
lokal, menggunakan pengembangan kapasitas sebagai alat untuk 
memampukan desa dalam mengelola pemerintahan dan 
pembangunannya, serta mempunyai kapasitas kolaborasi dengan 
berbagai pihak 

Institusi tingkat kecamatan (PTPD), Forum/Klinik Belajar) 
mampu berfungsi secara optimal untuk mendampingi desa dalam 
peningkatan kinerja dan memaksimalkan wadah konsultasi dan 
komunikasi antar desa dan kecamatan 

Desa mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi, mengembangkan program pengembangan 
kapasitas baik secara mandiri maupun mendapatkan dukungan 
Pemda dan Kecamatan, meningkatkan kinerja belanja desa 
dengan berorientasi kepada pembangunan yang berpihak 
kepada masyarakat miskin, pembangunan ekonomi lokal, dan 
pembangunan SDM, dan mampu menggunakan platform digital 
(Learning Management System) sebagai media pembelajaran. 

A. Prinsip-Prinsip Pengelolaan 

D. Pengamanan Lingkungan dan Sosial 

merupakan kerangka safeguards 
sebagai panduan bagi seluruh pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam 
melakukan analisis, perencanaan, 
pelaksanaan, operasi dan pemantauan 
subproyek 

E. Penanganan dan Pengaduan 

P3PD akan menerapkan prinsip pengelolaan pengaduan 
masyarakat secara berjenjang 

P3PD mengembangkan Sistem Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat secara berjenjang yang 
dikoordinasikan dengan pihak terkait di berbagai 
tingkatan program, termasuk aparat pengawasan 
fungsional dan aparat penegak hukum 

Wawasan ke depan 
Keterpaduan 
Profesionalisme 
Tanggap Kebutuhan 
Pelibatan Pemangku 
Kepentingan 
Kolaboratif 

•Akuntabilitas 
•Pengawasan 
•Efisiensi dan Efektifitas 
•Mengarusutamakan 
pengelolaan lingkungan 
•Keberlanjutan 

PENGELOLAAN P3PD 



Total nilai Proyek P3PD adalah sebesar 
USD 300.000.000,00 - Berdsarkan 
Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) 
antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Bank Dunia,  

SUMBER DANA 

Tabel Besaran Nilai Proyek P3PD Tahun 2020-
2024 dalam IDR dan USD berdasarkan 

komponen 

No Komponen Pagu Loan 

1 Komponen 1 : Penguatan Kapasitas 
Kelembagaan Pemerintahan Desa  

USD 192,5 Juta 

2 Komponen 2: Mendorong Pembangunan 
Desa Partisipatif 

USD 102,5 Juta 

3 Komponen 3: Perbaikan Kinerja Desa 
Berbasis Insentif 

- 

4 Komponen 4: Koordinasi, Pemantauan dan 
Kebijakan Nasional 

USD 5 Juta 

Tabel Akumulasi Kabupaten Per Tahun Pelaksanaan Proyek P3PD 

(2020-2024) 

Tingkat 
Pemerintahan 
(total)/Tahun 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

Provinsi 33 33 33 33 33 

Kabupaten/Kota 100 180 250 330 380 

Desa 16.547 29.969 42.686 55.139 65.273 

LOKASI 



STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam pengelolaan P3PD, telah diatur jalur kelembagaan sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar 
pemangku kepentingan dan dukungan terhadap penyelenggaraan program, yaitu: 

Tim Koordinasi Program yang 
diatur melalui Surat 
Keputusan (SK) Menteri 
Bappenas, terdiri dari: 
• Tim Pengarah,  
• Tim Koordinasi Teknis,  
• Unit Pelaksana di Tingkat 

Pusat, 
• Pengelola Program tingkat 

Daerah, 
• Tim Pendukung dan 
• Pengelola P3PD 

Unit Pelaksana P3PD yang terdiri 
dari: 
(a) Unit Pelaksana Kemendagri 
(b) Unit Pelaksana Kementerian 

Desa PDTT, 
(c) Unit Pelaksana Bappenas, 
(d) Unit Pelaksana Menko PMK. 
Unit Pelaksana P3PD diatur melalui 
Surat Keputusan (SK) Direktur 
Jenderal Bina Pemerintahan Desa 
(selaku Executing Agency) atas nama 
Menteri Dalam Negeri, berfungsi 
sebagai koordinator bagi Unit 
Pelaksana (Central Program 
Manajemen Unit/CPMU) lainnya 

Tim Pendukung Teknis dan Pengelola 
Program yang terdiri dari: 
(a) Konsultan Manajemen Pusat 

(National Management 
Consultant), 

(b) Tim Pengembang Modul dan 
Instrumen Pendukung (TPMIP), 
Tim Pembangunan Platform 
Digital dan Aplikasi 
Pengembangan Kapasitas, 

(c) Tim Advisori Koordinasi dan 
Kolaborasi, dan 

(d) Konsultan Evaluasi Dampak 
Program 

1 2 3 





KOMPONEN 1 
PROGRES KEGIATAN P3PD 

  

• Workshop Identifikasi Permasalahan Aset Desa 
• Workshop Penyusunan PTO P3PD 
• Workshop Penyusunan SOP HAP 
• Workshop Penyusunan Modul Pengembangan Kapasitas 

PTPD 
• Finalisasi Revisi Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Aset 

Desa 
• Workshop Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Aparatur 

Pemerintahan Desa 
• Workshop Penyusunan Modul Pelatihan PKD 
• Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) 
• Workshop Penyusunan Peta Kompetensi Aparatur 

Pemerintahan Desa 
 



KOMPONEN 2 :  
PROGRES KEGIATAN P3PD 

 

Penyusunan Grand Design Platform LMS Tenaga Pendampingan Desa 
telah mendapatkan NOL WB dengan Catatan, tanggal 30 September 
2021, dan saat ini sedang dalam proses perbaikan untuk segera 
dikirimkan kembali ke Bank Dunia. 

  

Kelengkapan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

Induk/Payung/Umum 2021-2024 telah dikirimkan  ke CPMU Ditjen 

Bina Pemdes Kemendagri (Surat Sekretaris Jenderal Kementerian 

Desa PDTT No: 1240/PR.01.01/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021).  

Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Sosial 

dan Kapasitas Masyarakat Desa melalui LSM : tahap penyusunan 

shortlist (persetujuan dalam STEP) dan penyusunan dokumen seleksi 

konsultan (Request for Proposal/RFP). 

1 

2 

3 



SUB KOMPONEN PADA KOMPONEN 2 P3PD YANG TELAH 

MENDAPATKAN NOL DARI WB 

• Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Pendamping Desa :MOT 

danTOT dan akan dilanjutkan dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Tenaga Pendamping (PD dan PLD) di 100 Kabupaten Lokasi P3PD Tahun 

2020. Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat 

Desa: Finalisasi Penyusunan Bahan Pembelajaran, dan akan dilakukan 

Sosialiasi, Bimbingan Teknis Desa Inklusi, Uji Coba Implementasi 

Akuntabilitas Sosial, dan Workshop Kepemimpinan Perempuan.  

 

• Pengembangan Inovasi dan Pembelajaran Masyarakat melalui 

Akademi Desa 4.0 : tahap pelaksanaan kegiatan Kampanye Informasi 

Pembangunan Desa, dan tahap pengadaan barang dan jasa untuk 

kegiatan Pengembangan Platform Akademi Desa 4.0 dan Produksi Video 

Pembelajaran Berbasis Komunitas. 

 

• Pengembangan Desa Cerdas: Penetapan Desa sebagai Lokus Desa 

Cerdas per 1 Oktober 2021 dan telah disampikan surat pemberitahuan 

ke masing-masing Kabupaten, sedang dilakukan proses seleksi rekrutmen 

Duta Digital. 

 

• Dukungan Teknis dan Manajemen Program: 28 Tenaga Ahli Komponen 

2 P3PD telah mendapatkan NOL WB,  telah dilakukan Kontrak  dan 

ditempatkan di masing-masing sub komponen.  

4 



PROGRESS DAN RENCANA TINDAK 
LANJUT KEGIATAN KOMPONEN 4 P3PD 

InfoDesa 

Progress 

• Tersedianya prototype pada 

http://infodesa.bappenas.go.id/   

• Konsep MoU berbagi-pakai data sudah 

disusun 

Sekretariat Bersama 

Progress 

• Sudah beroperasi sejak tahun 2020 

• Sudah diterbitkannya SK Tim 

Pengarah dan Tim Pelaksana P3PD 

Evaluasi Dampak 

Progress 

• Sudah terlaksana studi baseline kualitatif 

pada Maret-Juni 2021 di 32 Desa yang 

tersebar di 5 Kabupaten dan 4 Provinsi 

Kajian Tematik 

Progress 

• Sudah disusunnya dokumen kerangka awal 

pemetaan isu Visi Perdesaan Indonesia 

2045 

• Sudah terlaksananya  series FGD terkait isu-

isu perdesaan hingga Tahun 2045 

Rencana Tindak Lanjut 

• Kegiatan akan diintegrasikan dengan 

Satu Data Indonesia (SDI) untuk 

pembangunan Satu Data Desa Indonesia 

Rencana Tindak Lanjut 

• Pelaksanaan survei midline dan endline 

Rencana Tindak Lanjut 

• Difungsikan untuk monev P3PD dan 

mendukung National Coordination 

Platform (NCP) 

Rencana Tindak Lanjut 

• Penyusunan Dokumen Kajian Visi 

Perdesaan Indonesia 2045 

http://infodesa.bappenas.go.id/


PENGUATAN KOORDINASI DAN 
SINERGITAS CPMU P3PD 

• Fasilitasi Rapat Bersama 

• Konsolidasi TOR Komponen  

• Up date laporan kinerja bulanan 

• Surat Kemendagri No 410/5156/SJ Perihal pelaksanaan 
P3PD kepada Pemda untuk dukungan sekretariat dan 
APBD bagi penguatan program di daerah 

• Proses pembentukan tim Pendukung Pelaksanaan 
Koordinasi Dan Pengendalian Program Penguatan 
Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lingkup 
Tugas Coordinator Project Management Unit (CPMU) 



TERIMA 
KASIH 


